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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM. 81 TAHUN 2011
TENTANG

STANDAR PELAY ANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN
DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

a

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penergpan Standar Pelayanan
Minimal, Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui
penyusunan Standar Pelayanan Minimal untuk menjamin akses mutu
pelayanan dasar kepada masyarakat dan agar penyelenggaraan
kinerja Pemerintahan Daerah tetap segjalan dengan tujuan nasiona
dalam kerangka Negara K esatuan Republik Indonesia;

bahwa bidang perhubungan merupakan salah satu pelayanan dasar
yang berhak diperoleh setigp warga negara secara minima yang
menjadi urusan wajib Pemerintahan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Memperhatikan

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretagpian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5025);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungiawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minima (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintshan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimd;

Berita Acara Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)
tangga 12 Agustus 2011 yang merekomendasikan kepada Menteri
Perhubungan untuk menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang
Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kotg;


http://www.djpp.depkumham.go.id

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DAERAH
PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Pelayanan Minima bidang Perhubungan selanjutnya disebut SPM
Perhubungan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar
dalam penyediaan aksesibilitas transportasi yang merupakan urusan wajib
Pemerintah Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secaraminimal.

2. Pelayanan dasar adaah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosia, ekonomi
dan pemerintahan.

3. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah addah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat daam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia

4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem
atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk
melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan
pelayanan dasar dan/atau SPM Perhubungan secara efektif dan efisien
dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat.

7. Anggaran Pendgpatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

8. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan
di bidang perhubungan.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
SPM Perhubungan dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Pemerintah
Daerah Proving dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan
aksesibilitas transportasi yang berhak diperoleh setiap warga secaraminima.
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BAB Il
STANDAR PELAY ANAN MINIMAL
BIDANG PERHUBUNGAN

Pasal 3
(1) Pemerintah Daerah Provins dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
menyelenggarakan pelayanan dasar di bidang perhubungan sesua dengan
SPM Perhubungan.
(2) SPM Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis
pelayanan, indikator kinerja, dan target Tahun 2010 - Tahun 2014 yang
tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4
Di luar jenis pelayanan sebagamana dimaksud dalam Pasa 3 ayat (2),
Pemerintah Daerah Provins dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tertentu
wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan
potens daerah.

Pasal 5
SPM  Perhubungan sebagaimana dimaksud dadam Pasa 3 dan Pasad 4
diberlakukan jugabagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB IV
WEWENANG PENETAPAN

Pasal 6

(1) Wewenang penetapan SPM bidang Perhubungan dilakukan oleh Pemerintah
dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan pemerintah daerah.

(2) Penetapan SPM Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disesuaikan secara berkala berdasarkan evaluas pencgpaian SPM yang
lebih rendah dari tahun sebelumnya

(3) Pelaksanaan SPM dapat disempurnakan dan/atau ditingkatkan secara
bertahap sesua dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan
keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil
daerah.

BAB V
PENGORGANISASIAN

Pasal 7
(1) Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan
pelayanan di bidang perhubungan sesuai SPM Perhubungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(2) Penyelenggaraan pelayanan di  bidang perhubungan sesuai SPM
Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional
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